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Pembiayaan sekunder perumahan merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang bermaksud untuk menangani persoalan kesenjangan
sumber dan penggunaan dana (mismatch funding) yang dialami oleh bank dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah di Indonesia.
Hal itu dilakukan dengan sekuritisasi aset yakni suatu proses transformasi kumpulan piutang kredit yang pada mulanya bersifat
tidak likuid menjadi likuid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA) sehingga mudah diperdagangkan. Keberadaan Special Purpose
Vehicle (SPV), merupakan salah satu entitas penerbit (issuer) dalam kegiatan sekuritisasi aset yang berperan untuk membeli
kumpulan piutang dari bank dan menerbitkan EBA. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah menyangkut (1) bentuk
badan hukum perseroan pada SPV; (2) peran dan fungsi SPV dalam kapasitasnya sebagai penerbit; dan (3) kedudukan Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dalam penerbitan EBA.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk badan hukum perseroan pada SPV, peran dan fungsi SPV dalam
kapasitasnya sebagai penerbit, serta kedudukan KIK-EBA dalam penerbitan EBA.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen
yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan teknik
kualitatif untuk mendapatkan data yang dekriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPV merupakan anak perusahaan dari suatu perusahaan induk (holding company), yang
didirikan untuk menghindari pajak berganda sekaligus merupakan suatu perusahaan bayangan guna menjamin kepentingan para
investor. Peran SPV adalah untuk menerbitkan EBA berbentuk surat utang dan berfungsi sebagai entitas hukum yang bebas pailit.
Dalam kaitannya dengan KIK-EBA, diketahui kemudian bahwa kedudukannya sebagai penerbit tidaklah menerbitkan EBA
berbentuk surat utang. Dengan demikian, SPV tidaklah mengambil bentuk KIK-EBA, begitupun sebaliknya dengan KIK-EBA yang
tidak pula menggantikan peranan SPV dalam kegiatan sekuritisasi.
Disarankan kepada pemerintah agar memuat materi tentang pihak-pihak yang dapat menjadi penerbit EBA di dalam RUU
Sekuritisasi. Bilamana SPV merupakan salah satu diantaranya, demi menjamin adanya kepastian hukum juga dirasakan perlu untuk
mengatur secara menyeluruh tentang kriteria dan syarat pendirian SPV melalui suatu undang-undang. Sehubungan dengan adanya
entitas penerbit berupa KIK-EBA, pemerintah disarankan pula untuk dapat memberikan peluang kepada reksa dana ikut berperan
sebagai penerbit.
